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Dalam rangka mewujudkan administrasi Pemerintah yang berdisiplin, mampu, produktif, berhasil guna, berdaya guna, bersih dan berwibawa, Kejaksaan perlu memantapkan kedudukan dan peranannya sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Dalam hubungan ini dianggap perlu untuk meningkatkan kemampuan profesional dari para Jaksa melalui program pembentukan tenaga-tenaga Jaksa yang secara fungsional mempunyai kecakapan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Sehubungan dengan diberlakukannya Fungsionalisasi Jaksa tanggal 1 April 1991, diminta perhatian Saudara-saudara akan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-085/J.A/10/1990 tanggal 6 Oktober 1990, mulai tanggal 1 April 1991 bagi seluruh jajaran Kejaksaan diperlakukan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.

2. Bahwa sejak tanggal tersebut seluruh kegiatan Jaksa baik yang berhubungan dengan unsur utama pendidikan, maupun yang berhubungan dengan kegiatan penanganan perkara, pengamanan hukum, keperdataan dan Tata Usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum, pengelolaan fungsi Jaksa, maupun kegiatan unsur penunjang lainnya akan dilakukan penilaian dan diberikan angka kredit.

3. Bahwa mulai tanggal 1 April 1991 digunakan nama dan jenjang jabatan yang baru sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1990 jo Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 41/1990 dan Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990. 
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4. Kegiatan fungsional Jaksa yang mendapatkan penilaian dan merupakan sumber perolehan angka kredit, bukanlah semata-mata berasal dari kegiatan dalam penanganan perkara (represif), akan tetapi justru kegiatan-kegiatan preventiflah yang lebih menonjol dari seluruh kegiatan yang akan mendapat penilaian yakni mulai dari pendidikan, pengamanan hukum, keperdataan dan Tata Usaha Negara, pengembangan dan pembinaan hukum, kegiatan pengelolaan fungsi Jaksa serta kegiatan penunjang lainnya.

5. Dengan diberlakukannya ketentuan pelaksanaan fungsionalisasi Jaksa diharapkan akan dapat meningkatkan pengabdian dan profesionalisme Jaksa. Apabila di masa lalu kenaikan pangkat seorang Jaksa ditentukan oleh berapa lama seseorang menduduki atau memangku jabatan atau pekerjaan sehingga apabila waktu tersebut dipenuhi yang bersangkutan otomatis berhak mendapatkan kenaikan pangkat, maka untuk masa-masa mendatang, hal ini tidak mungkin lagi karena harus memenuhi persyaratan angka kredit minimal yang telah ditetapkan untuk dapat memperoleh kenaikan pangkat.

6. Dengan diberlakukannya pelaksanaan fungsionalisasi Jaksa manfaat atau keuntungan yang diperoleh seorang Jaksa antara lain :

a. dalam jangka waktu 2 tahun seorang Jaksa dapat dinaikkan pangkatnya asal yang bersangkutan dapat memenuhi jumlah angka kredit yang telah ditetapkan/disyaratkan.
b. kenaikan pangkat seorang Jaksa tidak lagi tergantung kepada eselon yang dijabatnya, sehingga bagi setiap Jaksa diberikan kemungkinan untuk memperoleh kenaikan pangkat sampai jenjang kepangkatan tertinggi (IV/e), sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sebagai Jaksa fungsional.

7. Dalam pelaksanaan penilaian jumlah angka kredit peranan dan tanggung jawab dari Pejabat Pengusul Angka Kredit, Tim Penilai dan Pejabat Penetap Angka Kredit sangat penting oleh karena di tangan pejabat-pejabat tersebutlah terletak keberhasilan upaya untuk peningkatan mutu dan profesionalisme Jaksa.

Dalam hubungan ini dimintakan perhatian kepada seluruh pejabat struktural. Kejaksaan agar menjalankan tugasnya dengan baik, tertib dan bertanggung jawab.

8. Dengan berlakunya ketentuan tentang Fungsionalisasi Jaksa ini, kepada para Jaksa dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuan profesional dan pengabdiannya, memelihara kewibawaan dan membina sikap, perilaku dan keteladanan sebagai aparat penegak hukum yang sekaligus merupakan pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

9. Dengan diberlakukannya ketentuan Fungsionalisasi Jaksa ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam mengemban mission yang dipercayakan oleh Pemerintah, Negara dan Bangsa, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, dan memberi dorongan serta pengarahan kepada upaya untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata.

Demikian untuk mendapat perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

       JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

         S I N G G I H, SH.
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